
LAMPIRAN : BERITA DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2002 
 

 
 
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA  JAKARTA 

 
NOMOR  8  TAHUN 2002 

 
TENTANG 

 
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2002-2007 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi   penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, 
diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang 
berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, yang dituangkan 
dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah; 

 
b. Bahwa sehubungan  dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 dengan 
Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
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2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

 
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3878); 

 
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206); 

 
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4025); 

 
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Penetapan Teguh Beriman sebagai Motto Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran 
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 60). 

 
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2010 (Lembaran Daerah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23). 

 
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor  66).  
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11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor  92). 

 
 

DENGAN PERSETUJUAN 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG POLA 
DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2002-2007. 

   
Pasal  1 

 
Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 
merupakan pedoman umum dalam melaksanakan pembangunan di Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

 
Pasal  2 

 
Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 disusun 
sebagai berikut. 
 

  BAB I   

BAB II  

BAB III 

BAB IV 

  

BAB V  

: 

: 

: 

: 

 

: 

PENDAHULUAN 

KONDISI UMUM  

VISI DAN MISI  

POLA KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN POLA PENGEMBANGAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN  

PENUTUP 
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  Pasal  3 
 
Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal  4 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  
 

 
  Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal                          2002 
 
 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
 

SUTIYOSO  
 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 
 

 
……………………. 
NIP. 

 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN………… NOMOR…………………. 
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